
Ni Made Rely Indah Sari1, I Nyoman Sudirman2 

E-ISSN: 2798-091X   

P-ISSN: 2685-7928  Vol. 6, No. 2, Desember  2024 

Jurnal Pendidikan Dasar Rare Pustaka  8 

 

 

PERAN PKn DALAM MEMBENTUK KARAKTER 

KEWARGANEGARAAN MELALUI          PENDEKATAN BERBASIS 

NILAI DI TINGKAT DASAR 
 

Ni Made Rely Indah Sari1, I Nyoman Sudirman2 

Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, ITP Markandeya Bali 

Bangli, Indonesia 

    

kadekrely.indahsari@gmail.com1, sudirman_inyoman@yahoo.com2  
 

 

Abstrak 
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan peranan PKn dalam upaya pembentukan karakter 

kewarganegaraan mahasiswa melalui proses pendekatan berbasis nilai pada pembelajaran PKn 

dalam perguruan tinggi sehingga mewujudkan good citizen. PKn di pendidikan dasar adalah 

bagaimana mendidik para siswa sebagai calon intelektual bangsa menjadi warga negara yang baik 

yang dapat memahami tentang substansi nilai-nilai falsafah negaranya, memiliki kepribadian yang 

mantap, berpandangan luas dan mampu bersikap demokratis yang berkeadaban. Kompetensi dasar 

dari pendidikan kewarganegaraan di pendidikan dasar adalah agar siswa nantinya dapat menjadi 

ilmuwan dan profesional yang memiliki rasa kebangsaan (nasionalisme) dan cinta tanah air 

(patriotisme), menjadi warga negara yang memiliki daya saing, berdisiplin serta dapat berpartisipasi 

aktif dalam membangun kehidupan yang damai berdasarkan sistem nilai-nilai Pancasila. Metode yang 

digunakan dalam penelitian adalah deskriptif kualitatif studi pustaka, dengan menggunakan sumber 

data litelatur jurnal, buku-buku dan penelitian ilmiah yang relevan. Hasil penelitian ini yakni PKn 

sebagai media pendidikan karakter bukan sekedar mengenalkan nilai-nilai kepada siswa, tetapi juga 

harus mampu menginternalisasi nilai-nilai berdasarkan pancasila agar berfungsi sebagai muatan hati 

nurani sehingga mampu membangkitkan penghayatan dan pengamalannya sebagai warga negara, 

nilai-nilai inilah yang akan menyusun ketahanan mental dan moral manakala terjadi pertemuan antar 

nilai yang berbenturan. 
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Abstrak 

This research aims to describe the role of Civics in efforts to form students' civic character through a 

value-based approach to Civics learning in higher education so as to create good citizenship. Civics in 

basic education is how to educate students as future intellectuals of the nation to become good citizens 

who can understand the substance of their country's philosophical values, have a strong personality, 

have a broad outlook and are able to behave in a civilized, democratic manner. The basic competency 

of citizenship education in basic education is so that students can later become scientists and 

professionals who have a sense of nationalism (nationalism) and love for their homeland (patriotism), 

become citizens who are competitive, disciplined and can participate actively in building a peaceful 

life. based on the Pancasila values system. The method used in the research is descriptive qualitative 

literature study, using literature data sources from journals, books and relevant scientific research. The 

results of this research are that Civics as a medium for character education does not just introduce 

values to students, but must also be able to internalize values based on Pancasila so that they function 

as a content of conscience so that they can awaken their appreciation and practice as citizens. 

developing mental and moral resilience when conflicting values occur. 
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PKn sebagai program pendidikan kurikuler pada hakekatnya bertujuan membentuk 

warga negara yang baik, ukuran warga negara yang baik tentu saja adalah sesuai dengan 

pandangan hidup dan nilai hidup yang diyakini bangsa yang bersangkutan. Dengan demikian 

PKn selalu terikat dengan nilai. PKn merupakan value based education (Budimansyah & 

Suryadi, 2008). Nilai itulah yang dijadikan arah pengembangan warga negara yang dimaksud. 

PKn dalam kurikulum perguruan tinggi juga tidak lepas dari nilai-nilai bangsa yang dijadikan 

arah pengembangan PKn sebagai mata kuliah. Kompetensi dasar mata kuliah PKn di PT adalah 

menjadi ilmuwan dan profesional yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air, 

demokratis berkeadaban, menjadi warga negara yang memiliki daya saing, berdisiplin dan 

berpartisi aktif dalam membangun kehidupan yang damai berdasarkan sistem nilai pancasila.1 

Berdasarkan hal diatas jelas bahwa PKn di Indonesia berlandaskan nilai-nilai dasar yang 

diyakini bangsa indonesia dalam hal ini adalah pancasila yang turunannya ada dalam UUD 

1945. Dengan demikian PKn tidak menganut pendekatan bebas nilai. Pendidikan yang bebas 

nilai cenderung individualis dan liberalis. Karena itu pengembangan PKn nantinya akan selalu 

dan diharapkan mendasarkan pada nilai-nilai dasar Pancasila dan UUD 1945. Muatan materi 

dalam PKn diharapkan dikaitkan dengan nilai-nilai Pancasila. 

Permasalahan rendahnya tingkat kualitas lulusan bisa disebabkan oleh ketidak 

sinkronan/kesenjangan program Perguruan Tinggi terhadap kebutuhan pasar tenaga kerja. 

Kesenjangan tersebut dikarenakan oleh sistem pembelajaran yang diterapkan di Perguruan 

Tinggi saat ini masih berorientasi pada hard skill yakni menyiapkan mahasiswa yang cerdas 

keilmuan, cepat lulus dan segera mendapat pekerjaan. Sementara itu pembelajaran yang 

berorientasi nilai pada kreativitas, inovatif, mandiri, jujur, disiplin, kerja keras, toleransi dan 

saling menghargai (pembelajaran berorientasi karakter) belum maksimal diterapkan. 

Urgensi penelitian ini untuk menjabarkan substansi pembelajaran PKn yang berdampak 

pada pembentukan karakter kewarganegaraan dalam diri mahasiswa sesuai Standar Isi PKn 

2006 yang memfokuskan pada pembentukan warga negara yang memahami dan mampu 

melaksanakan hak-hak dan kewajibannya untuk menjadi warga negara Indonesia yang cerdas, 

terampil, dan berkarakter kewarganegaraan (civic knowledge, civic skill, dan civic disposition) 

sebagaimana yang diamanatkan oleh Pancasila dan UUD 1945. 

Tujuan penulisan penelitian ini untuk dapat menjelaskan karakter warga negara 

menurut pandangan pancasila, mengidentifikasi karakter kewarganegaraan menurut peraturan 

perundang- undangan yang berlaku serta menjelaskan makna dari warga negara yang cerdas, 

terampil, dan berkarakter, dan menjelaskan pendekatan berbasis nilai mampu 

menginternalisasi karakter kewarganegaraan dalam diri mahasiswa. 

 

METODE PENELITIAN 

Tempat dan waktu penelitian ini tidak dilaksanakan secara otentik pada suatu tempat 

maupun waktu tertentu, karena dalam penelitian ini tidak merupakan hasil dari penelitian 

di suatu sekolah, namun berupa suatu kajian kritis berdasarkan studi pustaka dan dianalisis 

atas fenomena eksistensi PKn yang umumnya mampu membentuk karakter kewarganegaraan 

melalui pendekatan berbasis nilai untuk diterapkan terhadap siswa di sekolah. 

Jenis penelitian yang digunakan berupa penelitian deskriptif kualitatif yaitu merupakan 

metode penelitian yang berusaha menggambarkan dan menginterpretasi objek sesuai dengan 

apa adanya (Best,1982:119). Penelitian ini juga sering disebut non-eksperimen, karena pada 

penelitian ini penelitian tidak melakukan kontrol dan manipulasi variabel penelitian. Dengan 

metode deskriptif, penelitian memungkinkan untuk melakukan hubungan antar variabel, 

menguji hipotesis, mengembangkan generalisasi, dan mengembangkan teori yang memiliki 

validitas universal (West, 1982). 

Penggalian data menggunakan studi pustaka untuk memperoleh informasi melalui 



Ni Made Rely Indah Sari1, I Nyoman Sudirman2 

E-ISSN: 2798-091X   

P-ISSN: 2685-7928  Vol. 6, No. 2, Desember  2024 

Jurnal Pendidikan Dasar Rare Pustaka  10 

 

 

litelatur jurnal, buku-buku dan penelitian ilmiah yang relevan untuk selanjutnya dianalisa 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

1. Karakter Kewarganegaraan menurut Pancasila 

Pancasila memiliki kaitan erat dengan pendidikan pada umumnya dan secara khusus 

pada pendidikan kewarganegaraan. Pancasila dan UUD 1945 sebagai dasar pendidikan 

nasional memiliki beberapa makna. Secara filosofis pendidikan nasional merupakan 

keniscayaan dari sistem nilai yang terkandung dalam Pancasila. Secara substansif-edukatif 

pendidikan nasional untuk mencapai tujuan pendidikan nasional sesuai UU No 20 tahun 2003 

tentang sistem pendidikan nasional. Secara sosio politik hasil pendidikan untuk menghasilkan 

anggota masyarakat, komponen bangsa dan warga negara yang cerdas dan baik sesuai 

Pancasila dan UUD 1945. Secara praxis-pedagogis dan andragogis nilai-nilai pancasila dan 

UUD 1945 diwujudkan proses belajar dan pembelajaran.2 

Pada konteks membangun visi kenegaraan dan kebangsaan indonesia yang dilakukan 

melalui pendidikan kewarganegaraan, Pancasila umumnya dinyatakan sebagai tujuan akhir 

terwujudnya konsepsi kewarganegaraan indonesia yang ideal. Dinyatakan bahwa PKn 

merupakan mata pelajaran yang memfokuskan pada pembentukan warga negara yang 

memahami dan mampu melaksanakan hak-hak dan kewajbannya untuk menjadi 

warganegara yang cerdas, terampil, dan berkarakter yang diamanatkan oleh Pnacasila dan 

UUD 1945.3 Pemetaan yang dilakukan Kalidjernih (2007) juga menunjukan bahwa fokus PKn 

di Indonesia pada tahun 1964, 1968, 1975, 1984, dan 1994 adalah pembentukan manusia 

pancasila.4 

Secara kontekstual sistem PKn di Indonesia di pengaruhi oleh aspek-aspek 

pengetahuan intraseptif (intraceptive knowledge) berupa agama dan pancasila (Soemantri, 

2001). Berdasar hal ini dapat dinyatakan bahwa pancasila menempatkan diri sebagai 

landasan, isi dan tujuan atau cita-cita dari penyelenggaraan pendidikan kewarganegaraan di 

Indonesia.Berkaitan dengan tujuan dan cita-cita ini, dinyatakan bahwa arah PKn di indonesia 

adalah menuju terwujudnya atribut masyarakat madani yang bercirikan berketuhanan yang 

maha esa, berperikemanusiaan yang adil dan beradab, bersatu dalam Negara Kesatuan 

Republik Indonesia, demokratis-konstitusional, berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat 

indonesia, berbhinneka tunggal ika, menjunjung tinggi hak asasi dan kewajiban manusia dan 

mencintai perdamaian dunia (Winataputra, 2006). Ciri demikian tidak lain adalah cerminan 

dari nilai-nilai pancasila yang sekaligus pula menunjukan karakter ideal bangsa dan warga 

negara yang berdasar pancasila. 

 
2. Karakter kewarganegaraan Indonesia menurut Peraturan Perundang-undangan 

Karakter ideal warga negara sebagaimana digambarkan dalam perundangan suatu 

negara akan senantiasa berubah mengikuti peraturan yang bersangkutan. Bahkan karakter 

warga negara suatu negara berbeda dengan karakter warga negara negara lain, ini sesuai 

pendapat Aristoteles bahwa karakteristik warga suatu negara akan ditentukan oleh konstitusi 

negara yang bersangkutan (Derek Heater, 2004). 

Konsep warganegara bervariasi dari suatu konstitusi ke konstitusi, dan perbedaan 

konstitusi menentukan perbedaan tipe-tipe warganegara. Penegasan ini berdampak besar 

bagi praktek penyelenggaraan bernegara khususnya apa yang menjadi kriteria warganegara 
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yang baik. Dengan demikian kriteria warganegara bisa dilihat dari bagaimana rumusan 

konstitusi negara menyatakannya. Tidak cukup melalui konstitusi, dapat juga penentuan 

warga negara dilakukan melalui peraturan perundang-undangan di bawah konstitusi.7 

Bagaimana gambaran karakter warganegara indonesia menurut konstitusi negara? 

a. Tahun 1945, kementrian PPK menyatakan; “   untuk mendidik warganegara 

sejati 

bersedia menyumbangkan tenaga dan pikiran untuk negara dan masyarakt 

dengan ciri-ciri: perasaan bakti kepada Tuhan YME, perasaan cinta kepada 

negara, perasaan cinta kepada bangsa dan kebudayaan, perasaan berhak 

memajukan negaranya, keyakinan bahwa orang yang hidup bermasyarakt 

harus tunduk pada peraturan tata tertib keyakinan bahwa manusia itu sama 

derajatnya sehingga harus saling menghormati, negara memerlukan 

warganegara yang rajin bekerja, mengetahui kewajiban, dan jujur dalam 

pikiran dan tindakan. 

b. UU No 4 tahun 1950 dalam bab II pasal 3 (Djojonegoro, 1996) dirumuskan 

secara lebih eksplisit menjadi “... membentuk manusia susial yang cakap dan 

warganegara yang demokratis, serta bertanggung jawab tentang kesejahteraan 

masyarakat di tanah air. 

c. Dalam UU No 12 tahun 1954 dilengkapi Keppres RI No 145 tahun 1965 di 

ubah menjadi: “.... melahirkan warga negara sosialis yang bertanggung jawab 

atas terselenggaranya masyarakat sosialis indonesia, adil dan makmur baik 

spirituiil maupun materildan yang berjiwa pancasila” 

d. UU No 2 tahun 1989 tentang sisdiknas dirumuskan bahwa tujuan pendidikan 

tujuan nasional adalah: “...mencerdaskan kehidupan bangsa dan 
mengembangkan manusia seutuhnya ...” yang ciri-cirinya dirinci menjadi 

beriman dan bertakwa kepada Tuhan YME dan berbudi pekerti luhur, 

memiliki pengetahuan dan keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, 

kepribadian yang mantap dan mandiri, serta rasa tanggung jawab 

kemasyarakatan dan kebangsaan...” (Pasal 4,UU no 2 / 1989) 

e. UU No 20 tahun 2003, disebutkan watak serta peradaban bangsa yang 

bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk 

berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman 

dan bertakwa kepada tuhan YME, berakhlak mulia, sehat berilmu, cakap, kreatif, 

mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. 

 
3. Pendekatan Berbasis Nilai dalam PKn 

Menurut Kaelan (200) Pendidikan kewarganegaraan sebagai suatu pendidikan 

nilai dalam hal ini adalah nilai moral. Dalam klasifikasi filsafat nilai dibedakan atas nilai 

logika, nilai estetika, dan nilai etika (moral), melalui pendekatan filsafati dikatakan 

bahwa pancasila adalah suatu sistem etika, sebuah sistem nilai.8 

PKn sebagai pendidikan nilai harus mengikutsertakan pula pendekatan pendidikan 

yang dipakai dalam kerangka proses penyampaian nilai pada anak. Pendekatan berbasis 

nilai dinamakan sebagai strategi atau cara bagaimana nilai dibelajarkan pada subyek 

didik. 

Sehubungan dengan pendekatan nilai, banyak para pakar telah mengembangkan 

berbagai pendekatan dalam pendidikan nilai, dikenal 5 model pendekatan yaitu: 
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a. Pendekatan penanaman nilai (inculcation approach) 

Adalah suatu pendekatan yang memberi penekanan pada penanaman nilai-

nilai sosial dalam diri siswa. Menurut Superka et al. (1976), tujuan 

pendekatan ini adalah pertama, diterimanya nilai-nilai sosial tetentu oleh 

siswa. Kedua, berubahnya nilai-nilai siswa yang tidak sesuai dengan nilai-nilai 

sosial yang diinginkan. Metode yang digunakan dalam proses pembelajaran 

menurut pendekatan ini antara lain keteladanan, penguatan positif dan negatif, 

simulasi, permainan, peranan, dll. Oleh karena itu, yang perlu diajarkan 

kepada generasi muda bukannya nilai, melainkan proses, supaya mereka dapat 

menemukan nilai- nilai mereka sendiri, sesuai dengan tempat dan zamannya. 

b. Pendekatan perkembangan moral kognitif (cognitive moral development 

approach). Karakteristiknya memberi penekanan kognitif. Pendekatan ini 

mendorong siswa untuk berpikir aktif tentang masalah-masalah moral dan 

dalam membuat keputusan-keputusan moral. Perkembangan moral menurut 

pendekatan ini dilihat sebagai perkembangan tingkat berpikir dalam membuat 

pertimbangan moral, dari suatu tingkat yang lebih rendah menuju suatu 

tingkat yang lebih tinggi (Elias, 1989). Tujuan yang ingin dicapai oleh 

pendekatan ini ada dua hal yang utama. Pertama, membantu siswa dalam membuat 

pertimbangan moral yang lebih kompleks berdasarkan kepada nilai yang lebih tinggi. 

Kedua, mendorong siswa untuk mendiskusikan alasan-alasannya ketika memilih nilai 

dan posisinya dalam suatu masalah moral (Superka, et. al., 1976; Banks, 1985). 
c. Pendekatan analisis nilai (values analysis approach) 

memberikan penekanan pada perkembangan kemampuan siswa untuk berpikir 

logis, dengan cara menganalisis masalah yang berhubungan dengan nilai-nilai 

sosial. Jika dibandingkan dengan pendekatan perkembangan kognitif, salah 

satu perbedaan penting antara keduanya bahwa pendekatan analisis nilai lebih 

menekankan pada pembahasan masalah-masalah yang memuat nilai-nilai 

sosial. Adapun pendekatan perkembangan kognitif memberi penekanan pada 

dilemma moral yang bersifat perseorangan. 

d. Pendekatan klarifikasi nilai (values clarification approach) 

memberi penekanan pada usaha membantu siswa dalam mengkaji perasaan 

dan perbuatannya sendiri, untuk meningkatkan kesadaran mereka tentang 

nilai-nilai mereka sendiri. Pendekatan ini memberi penekanan pada nilai yang 

sesungguhnya dimiliki oleh seseorang. Hal yang sangat dipentingkan dalam 

program pendidikan adalah mengembangkan keterampilan siswa dalam 

melakukan proses menilai. 

e. Pendekatan pembelajaran berbuat (action learnig approach) 

Pendekatan pembelajaran berbuat (action learning approach) memberi 

penekanan pada usaha memberikan kesempatan kepada siswa untuk 

melakukan perbuatan- perbuatan moral, baik secara perseorangan maupun 

secara bersama-sama dalam suatu kelompok. Menurut Elias (1989), Hersh, et. 

al., (1980) dan Superka, et. al. (1976), pendekatan pembelajaran berbuat 

diprakarsai oleh Newmann, dengan memberikan perhatian mendalam pada 

usaha melibatkan siswa sekolah menengah atas dalam melakukan perubahan-

perubahan sosial. Menurut Elias (1989), walaupun pendekatan ini berusaha 

juga untuk meningkatkan keterampilan "moral reasoning" dan dimensi afektif, 

namun tujuan yang paling penting adalah memberikan pengajaran kepada 

siswa, supaya mereka berkemampuan untuk mempengaruhi kebijakan umum 

sebagai warga dalam suatu masyarakat yang demokratis. Masing-masing 

pendekatan memiliki karakteristik kelebihan dan kekurangan (Teuku Ramli, 
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2001). 
 

 

KESIMPULAN 

Eksistensi PKn dalam proses pembelajaran siswa di sekolah pendidikan dasar sangat 

erat kaitannya terhadap pembentukan karakter kewarganegaraan yang ditanamkan dalam 

mahasiswa melalui pendekatan berbasis nilai tidak hanya pengenalan nilai-nilai yang 

dilakukan, melainkan menginternalisasi pula nilai tersebut kepada mahasiswa guna menuju 

terwujudnya atribut masyarakat madani yang bercirikan berketuhanan yang maha esa, 

berperikemanusiaan yang adil dan beradab, bersatu dalam Negara Kesatuan Republik 

Indonesia, demokratis-konstitusional, berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia, 

berbhinneka tunggal ika, menjunjung tinggi hak dan kewajiban azasi manusia dan mencintai 

perdamaian dunia. 

Saran untuk dapat memacu terwujudnya karakteristik kewarganegaraan harus di 

imbangi pula peran dosen dalam melaksanakan KBM PKn terutama lebih memvariasikan 

sumber bahan ajar yang relevan dan dirasa dapat menambah aspek good citizen dalam diri 

mahasiswa. 
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